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BuPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPAT[ REJANG LEBONG
NOMOR      9      TAIIUN2021

TENTANG

STANDAR BIAYA KABUPATEN REWANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI REUANG LEBONG,

Menimbang        :   a.  bahwa    untuk    tertib    administrasi    dan    terarahnya
pelaksanaan  penyusunan    kebutuhan  anggaran  dalam
Rencana  Keq.a  dan  Anggaran  Satuan  Kerja  Peran8kat
Daerah      (RKA-SKPD)      di      Lingkungan      Pemerintah
Kabupaten Rejang I.ebong untuk Tahun Anggaran 2021,
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Presiden  Nomor 33  Tahun  2020  tentang Standar Hanga
Satuan Regional, maka dipandang perlu disusun Standar
Biaya Kabupaten Rejang I.ebong Tahun Anggaran 2021 ;

b.  bahwa   untuk   melaksanakan   ketentuan   sebagalmana
dimaksud   pada  huruf  a  di   atas,   perlu   menetapkan
Peraturan   Bupati   tentang   Standar   Biaya   Kabupaten
Rejang Ifbong Tahun Anggaran 2021.

Mengingat           :    1.    Undang-Undang     Nomor     9     Tahun     1967     tentang
Pembentukan   Propinsi   Bengkulu   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia Tahun  1967  Nomor  19,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;

2.    Undang-Undang    Nomor    28    Tahun     1999    tentang
Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari
Korupsi,    Kolusi   dan    Nepotisme    (I.embaran    Negara
Republik Indonesia Tahun  1999  Nomor  75,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;

3.    Undang-Undang    Nomor     17    Tahun    2003    tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4.    Undang-Undang     Nomor     1     Tahun     2004     tentang
Perbendaharaan   Negara   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
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5.    Undang-Undang    Nomor     12    Tahun    2011     tentang
Pembentukan         Peraturan         Perundang-undangan
(I,embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2011
Nomor   82,    Tambahan    Lembaran    Negara   Republik
Indonesia Nomor 5234) ;

6.    Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang
Pemerintahan    Daerah    sebagaimana    telah    diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun   2015   (I.embaran   Negara   Republik   Indonesia
Tchun  2015  Nomor  58,  Tambahan  I,embaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  1968  tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun  1967 dan
Pelaksanaan    Pemerintahan    di    Propinsi    Ben8kulu
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1968
Nomor   34,    Tambahan    Lembaran    Negara   Republik
Indonesia Nomor 2854) ;

8.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaan    Keuangan    Daerah    (I.embaran    Negara
Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan
Lembaran Negal.a Republik Indonesia Nomor 6322) ;

9.    Peraturan   Presiden   Nomor   16   Tahun   2018   tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

10. Peraturan   Presiden   Nomor   33   Tahun   2020   tentang
Standar   Harga   Satuan   Regional   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) ;

11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang      Pembentukan      Produk     Hukum      Daerah
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun  2018  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  19 Tahun 2016
tentang   Pedoman   Pengelolaan   Barang   Milik   Daerah
(Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2016  Nomor
547);

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang  Pedoman   Penyusunan  Anggaran   Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;

14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor
1781);

15.  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  119/PMK.02/2020
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
(Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2020  Nomor
976);

16. Peraturan    Daerah    Nomor   9    Tahun    2016    tentang
Pembentukan     dan     Susunan     Perangkat     Daerah
Kabupaten  Rejang  Lebong  sebagalmana  telah  diubah
dengan    Peraturan    Daerah    Nomor    2    Tahun    2018
(I.embaran  Daerah   Kabupaten   Rejang  I,ebong  Tahun
2018 Nomor  133);

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (I,embaran Daerah
Kabupaten   Rejang   Lebong  Tahun   2017   Nomor   124,
Tambahan  I,embaran Daerah Kabupaten Rejang Ilebong
Nomor 9);
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18. Peraturan    Daerah    Nomor   3    Tahun    2018    tentang
Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah   (Lembaran   Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 134);

19. Peraturan    Daerah    Nomor   3    Tahun    2020   tentang
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten
Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Ilebong Tahun 2020 Nomor 154).

MEMUTUSEN :

Menetapkan        :    PERATURAN       BUPATI       TENTANG       STANDAR       BIAYA
KABUPATEN RFUANG LEB0NG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

(1)    Rencana   Kelja   dan   Anggaran   Satuan   Kelja   Peran8kat   Daerah,   yang
selanjutnya disingkat RKA SKPD  adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan  dan  belanja  SKPD  atau  dokumen  yang  memuat  rencana
pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  SKPD  yang  melaksanakan  fungsi
bendahara  umum  daerah  yang  digunakan  sebagai  dasar  penyusunan
rancangan APBD.

(2)    Standar  Biaya  Kabupaten   Rejang  Lebong  Tahun  Anggaran  2021   yang
selanjutnya disebut  Standar Biaya adalah  satuan  biaya yang ditetapkan
sebagai  acuan  penghitungan  kebutuhan  anggaran  dalam  Rencana  Kelja
dan Anggaran Satuan Kelja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rejang I.ebong untuk Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Standar Biaya berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya
kegiatan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2021.
Dalam perencanaan anggaran standar biaya berfungsi sebagai :
a.   batas   tertingri   yang   besarannya   tidak   dapat   dilampaui   dalam

penyusunan RKA-SKPD;
b.   referensi penyusunan proyeksi pra]draan maju; dan
c.   bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

(3)    Dalan pelaksrmaan anggaran standar biaya berfungsi sebagai:
a.   batas   tertinggi   yang   besarannya   tidck   dapat   dilampaui   dalam

pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
b.   estinasi  merupakan  prakiraan  besaran  biaya  tertingct  yang  dapat

dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan
harga pacar.

Pasal 3

(1)    Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan
dan  pelaksanaan  APBD  sebagaimana  tercantum  dalam  lampiran  I  dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

(2)    Standar Biaya yang berfungsi  sebagai batas tertinggi dalam perencanaan
dan  estilnasi  dalam  pelaksanaan  APBD  sebagaimana  tercantum  dalam
lampiran 11 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratur`an
Bupati ini.



Pasal 4

(1)    Dalan hal Standar Biaya yang dibutuhkan untuk menyusun saturn biaya
pada  RKA-SKPD  tidak  tercantum  dalam  Lampiran  Peraturan  Bupati  ini,
maka  SKPD  dapat menggunakan  satuan  biaya lain yang disertai dengan
Surat  Pemyataan  Tanggung Jawab  Mutlak  (SFyluM)  yang ditandatangani
oleh  Pengguna  Anggaran  (PA)/Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA),  dengan
melanpirkan data pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2)    Surat pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPIUM) sebagaimana dimaksud
pada   ayat   (1),   merupakan   bentuk   pertanggung   jawaban   Pengguna
Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),  atas penggunaan satuan
biaya.

(3)    Format Surat  Pemyataan Tanggung Jawab  Mutlak  (SKTJM)  sebagaimana
dimaksud   pada  ayat  (1),   sebagaimana  tercantum  dalam   I.ampiran  Ill
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  Pengundangan  Peraturan
Bupati  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah  Kabupaten  Rejang
Lebong.

Eitdeata=T£££ :um#„7       2o2i
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BERITA DAERAH KABUPATEN REUANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR  /£y



LAMPIRAN I ` PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR   9     TAHUN202l
TANGGAL5  Apr7    202i

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI



No Uraian Safuan
Biaya TA.2021(RD)

1 2 3 4

k       NilaL            danadiatas75 miLvar 08 I.780-000,-

I.6    Honorar in Bendaliara Pengeluaran Pembalitu/Bendahara Penerimann Pembantu
aNi al    a      danasdloo.uta 08 260 000 -

bN al            danadiatas  loo `uta s d 250.uta 08 3 I 0 000 -

c.N ai           dana diatas 250  'uta s d 500 .uta 08 370 000 -

d.Ni ai            dana diatas 500  uta s d  I  mil  ar 08 430.000

eN al            dana diatas  1  mil ar s d 2 5 mil  ar 08 500 000 -

fN al        u danadiatas 2 5 mi]var s d 5 mil 'ar 08 570.000

N al           danadiatas5mi]     rsd  lomil  ar 08 640.000 -
h.N Lal        u dana diatas  lo nil  ar s d 25 mil  'ar 08 810.000 -

i.N al           dana diatas 25 nil  ar s d 50 milvar 08 980.000 -
'N lai           dana diatas 50 nil Jar § d 75 ml  ar 08 I.150.000  -

kN a a     danadiatas75 mil ur 08 I.330.000 -

i.7     Honorar un` Star l'engelola Keuangan / Star Pembantu PPK / Star Pembantu Bendahal.a
Pengeluoran / Star Bendchora Pengeluaran Pembantu / Pet`igas Pengelola Administrasj Belanja
Pe  awol

aL.N Pan dana s.d loojuta 08 260.000
b. lai            dana diatas  100   uta s.d 250 'uta 08 310 000 -

C al a      danadiatas250  utasd500 `uta 08 370 000 -
dl ai paLan dana diatas 500juta s d  1  nil  Jar 08 430.000  -

e.N a dan diatas  I mi ar s d 2 5 nil  ar 08 500.000  -
f. . Pan dana diatas 2 5 '.ar s d 5  m]lvar 08 570.000 -

a dame diatas 5 mi ar s d  10 mil  ar 08 640.000 -
hNil pagl; dana diatas  10 mil  ar s a 25 mil  ar 08 810.000  -
i.Ni pag¥ dana diatas 25 ml}ur s d 50 milvar 08 980.000 -

jNilal pap dana diatas 50 mi vac s d 75 milvar 08 I   150  000  -

kNilai Pae¥ dana diatas 75 mi ` 08 I.330.000 -

I.8     Honora iim Bendchara/Juru Bazar Gaji
a al pas¥ dana s d  25 milyar 08 250.000,-
b. lal pag* dana 25milyar s.d I  50 in,l¥ar 08 330-000J-

c       Nilaipag*dana50ml  ars d  50mil  ar 08 410.000'-

d.      Nilal pagu dana  loo mil*rar s d  200 milyar 08 490 000 .
e.       Nilait)amdiatasRD   200m ar 08 570-000'-

2. Honorarium Pemegang Kekuasaan Tertinggi
08 I 5 . 000  000_ -2 I I  Honorarium Pemeeane Kekuasaan PenQelola Keuanean TerLmQn

3. I]onorariun Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendchara Umum Dacrah
31     Bendahara umum Daerah 08 5.000.000 -
3.2     Kuasa Bendahan umum Daerah 08 3.000.000--

4. E]onorarium Pengiir`Is/Penyimpan Barang Mi]ik Daeral]

08 400.000 -a.      Tingkatpen            An    aran
b.      Tmckat Kuasa penQLoum AnQQaran 08 300.000 -

5. H.9n.9.T9giv.p!..Pengadaan Barang/Jasa

5,:I. ,   Honoralium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 08 680.000,.
5.2     Honorarium Ke]ompok Kerja peni]ihan Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit

Per PaketLayanan Pen  ad8an (Konstruksi)
a, ai pag!! pengadaan s d 200 .uta OP 680.000 -
b. ai pag!! dana diatas 200 .uta s d 500  .uta OP 850.000 -
c       Nilaipasudanadiatas500juta s d  I mil  ar OP I.020.000 -
d       Nilalp        danadiataslmi ar s d 2 5 mll  ar OP I.270.000
e. a Pan dama diatas 2 5 inI  'ar s d 5 nil  ar OP I.520.000
f.- a ou dana diatas i mil 'ar s d  10 mj| Jar OP I  780 00^

8 alp        danadiatas  lomi lvar s d 25 mll  'ar OP 2.120.000 -
h ai pag!; dana diatas 25 mil  ar s d 50 mil  ar OP 2 450.000
i.N a u dana diatas 50 mil Tar s d 75 mLlvar OP 2.790.000

i       Nhipag!!danadiatas75 mi ar OP 3.130.000 -
5.3     Honorat.ium Ke]ompok Kerja pemilihan pengadaan B&rang/Jasa dan KelomF.ok Kerja unit

Per PaketLayanan Pengadann Bareng (Non Konstruksi)
a.     Nilaip        danasd200  uta OP 760.000 -
b     Nilaip"danadiatas 200 juta s d 500juta OP 760.000 -
c      Nilaipandanadiatas500jutasd  1  mil  tar OP 920.000 -
d      Nilal pan dana diatas  1  mil  ar s d 2 5 miJ  ar OP I.140.000 -
e      Nilai pag}! dana diatas 2 5 mil  ar s d 5 mil  ar OP I.370.000 -
f      Nilai pagi! danadiatas 5 mil  ar s d 10 milvar OP I.600 000 .

8 Nilai pag!! dana dlatas  10 mil  ar s d 25 mil  ar OP 1910  000  -

h     NiLai png# danadiatas 25 mil    rsd50milvar OP 2.210.000

Nilai pggi! dana diatas 50 nil  ar s d 75 iml  ar OP 2.520.000 -

.     NiLal            danadiatas75 nil  ar OP 2-820-000'-

5.4     Honorar urn Kelompok Kerj a Pemilihan Pengadaen Barang/Jasa Jasa KonsuJtansi/Jasa lainnya
(Nob Konstruksi)

aL     NiJai            danasd50  'uta OP 450.000

b      Nilal            danadiatas 50 `utasd  100  uta OP 450.000
c      NilaipngHJasaLainya § d  loo Juta OP 450 000 -
d.     Nilai l]am danadiatas  loo s.d 250 Juta OP 480.000--



No Uralan Saturn
Biaya TA.2021'RD)

I 2 3 4600 000 -

`,,IOP

€:......N.1.i.ai.pan.¢an3.deras.S.Q.Q..!uta..§„¢...1`xpi.!yap.n„....„...8....„.N.i!.a!„p.an.¢aBa.Sata§..I..qulya.I..§`¢..2,.5in.1.Iyar  ......b..,.N.i.!ai..pas#danadiatas2z5milvarsd5milyar.....
OP 0,-

OP 910,coo,-

OP I  090.000'

OP 1  270.000.-

.„....I......N.1.!ai„pagE..aap.a„¢.later.IQ..milygr„.s...d„25..mily.ap....k.......N.i!.at..P.andanadiatas25milyars.d50milyarI.`„.....N.#.a!..pagtidanadiatas50milyars.d75mly.a[„..„..in.:...N.ikep3gH.giv..d#..?5Mi.!yap....                       .ife..
OP .510  000'-

OP 1  750.000.-

OP I  990 000 -

OP 2.230,000'-

Per Paket

a.    KepalabSekretan;"is.di.Pe.iarfu;` 08 I.000.000,-

08 750.000--

6. Honor&riuDi Pemeriksalpenerima Hasil Pekerjaan
08 420 000'-

§:.t...P9iabatPemeriksa/PenerimaHg§i.I..P.s.ts.eri.gap..Pepgft¢qu.E.9.Iapg./.J,ap.q6.2Pndtiapemcriksa/P€nerimaHas.i!„P.eke.rjqu..PfnLg?.darnBaranLg.|±asa~..`.._...a........Ni.I.al..Pas*.p€k.8d.aan(pREadaans.d20ojutaP....N.!l.a!..p.agH,pek9ri.givbgngde.dye.tas2ooitii.;.a..;.6.6;.it;...¢.....N.I.!qu.r>agr.p.9k.err.givi]g.ng?.d?ap..diafas.5.09.iHta..§,..¢..I..quly.al......i.......Ni.I.ap..png.u.p.ek.eri.asp(pgrgedaap.a.#.tee.1.mi!}'ap.§.d2.,.S„"!yaT,...::.e..„....N.1.I.?!..p.8glt.p.gk.9ri.ea.Tl./pengadaa.I?.a.i.a.tap..?*5milvars.d5mil!?.I..w..f.......N.1.i.ed..P?gu..tl.e.k.€d.aan(pgngadaandiatas5mil!'ars.dloml}iar9.......Nll.ed..P.".pek.gH.esp/pengadaaandiatas10mil}arsd25milyar,..P..„.,..N.il.al.Pan.P.?k.9H.?an(peegadaandratas25mlyars.d.50"ly.er„„...i......w.N.i!.ai„Pan..P.ck.€ri.asp/P.9pgadaandiatas50mil}.arsd75mil}.ar.j.NilaiT>annekeriaan/oenQadaandiatas75mJlvar
Per Pakct

OP 420.000,

OP 520-000,-

OP 620 000,
OP 770,000,-

OP 910 000.-

OP I.060 000J

OP 1,260.000,-

OP 1.450.000,-

OP 1.650.000.-

OP I  840.000-

onorarium TimuTanitia Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan
''    P]               K     't

711     Y        Ditet     kanolehB     at.
P      arah OB/OK I.500-000,-

bpJb OB/OK I.250-000,-

cK OB/OK 1  000 000,-

d     WakilK OB/OK 850-000,-

eSkr OB/OK 750.000,.

fota OB/OKOB/OK 750.000'750000,-

7.1.2     Yang Ditetapkan olch sekretaris Daeralt
aPah
b      P                        J     -b OB/OK 700.000i

c      Ketu OB/OK 650-000'-

d     WakilK OB/OK 600 000,

e      Skeetan OB/OK 500.000,-

f     An    cta OB/OK 500.000,

713    Yam   Diteta  kanolehKe  alasKPD/PA
apJb OB/OK 500 000,

b     Ketua OB/OK 450.000.

c     WakilKetu OB/OK 400-000i

d       SkT         ` OB/OK 350-000'

eOta OB/OK 300.000,

7.2     Honorarium sekretarjat Tim/Pa[iitia pelaksana Kegiatai]
721     Yam   Ditcta  kanolehBu  &ti

a     Ketua/Wakil Ketua OB/uK 500.000,

b     An    ota OB/OK 350.000,

7.2.2    Yang Ditetapkan o]eh sck]`ctaris Doerah/Kepala SKPD/PA
OB/OK 250.000,a.     Ketua/Wakil Kctuab......'.frri6fa'
OB/OK 200.000-

8. 8.I Honorarium Tim Anggaran Pemerintch Daerch (TAPD) Kabupaten Rejang Lebong

•.'''    I OK 3,500-000,

bah OK 3.000 000,
OK 2 500 000j

akLI  K OK 2.000-000,
--. OK 1  500.000,

9.      Anggota OK I .300  0no-

9. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Maj alah/Pengelola Website
`     P                  8   I    'l|/M   I   ]ah

.,     ,,,I    ,,            „  , Oter 400-000,
.`.. Oter 300.000'
•-                   .'1.       . Oter 250.000,

Oter 180 000

Oter 180 000,
our 150.000,

g.     Penbunt artikel Halarrm 1`00  000-





No Uraian Saturn Biaya TA.2021(RDl

1 2 3 4

14. Honorarium Jas8 Konsultan lndividu-Jasa Tena  a Ahli
7.ooo.odo_-141      Pendidikansl/Setande    anpe    alamanprofesi   an   setaraLebihDari5Taliun 08

14 2      Pendidikan s2/Setan d           P                    Profesi           setara Kuran   Dari 5 Taliun 08 10 000 000 -

14 3     Pendidikan s2/Setara d           Pen  alaman profesi   an   setara Lebih Dan 5 Tahun 08 12 000 000

14 4      Pendidikan s3/Setarade    an pen  alaman profesi   an   setara Kur        Dan 5 Tahun 08 14 000 000 -

14.5     Pendidikan s3/Setara dengan penf!alaman profesi yang §etan Lebth Dan 5 Tahun 08 16.000.000--

15. H.o.nom#un Temga Ahli Frdsi I)PRD Kabupaten Rejang...I,€.P.g.ng.,....,....,lsIProfesor/S3yamdisetarakan
08 3 500 000

ls 2    S2           disctaralcan 08 2 500 000
15.3    S I/D3 vans disetarakan 08 2.000.000-

16. Sat`ian Uang Pembinann/Jasa/Bu]an, Uang Transport Pe]aksanann Training Center (TC), Uang
Transport Dan Jasa Wasit/Juri Per Pertandingan, Bonus Atlet/Pelatih Kejuaraan N asional (POPWIL
/pOpNAs/ pERPAr`iAs/pOMNAs/ KEiuRNAs

161    Uar   Pcmbinaan/Jasa;Bulan
a.....Atl§t.Pelaiar6'.AtletMahasi;iv; 08 750 000 -

08 I.000.000

c.     Pelatin 08 3.000.000 -

16 2   Uan   Trams  ortpelaksanaan Tramin   Center (TC)
a.     Atlct OH 75.000 -

b.     Pebtih OH loo.000 -

16 3    U        Trams  ort Dan Jasawasit/Juri per pertandin  an
a.     Trams   ort OK loo 000 -
b.     Jasawasit/Jun per pertandin  an OK 200.000 -

16 4   Bonus Atlct / Pelatih Ke uaraan Nasional
popVIL / popNAsmERPARPANAs/ poMNAs

a.     Emas OK 25 000 000 -
b.     Perak OK 15 .000 .000  -
c,     Perun OK 10-000.000'-

16 5 Uan   Pembinann Ju&ra Lomba At]it/Gni  /KeLom  ok/RIub/Peroran  an
Orang/Atlit

a.     Juaral OK 700.000
b.     Juarall OK 500 000
c.     Juaralll OK 300.000

Grup/Kelompok/Klub

a.     Juaral OK I.000.000 -

b.    Juanll OK 700.000
c.    Juralll OK 500.000.-

17.
Saturn Biaya Uang Saku Atlet. Pelatih/Manager mengikuti kejuaraan Nasional tingkat Pelajar dan
Mchasi§wa (ropwIL / POPNAS/PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP / SKO

a.     Atlet OH 650.000 -
b.     Pelatih OH 850.000--

18. Sewa Kendaraen Pelaksanaan lnsidentiL
a.    Roda 4(enpat) Per Ham 650`000 -
b.     Rcde 6 (onan) BusiTruksedangc.Roda6(enam)Bus/TnikBesar Pcr I hri i  800 000

Per Ham 2.800 000-

1. Satuan Biaxa Uang Lembur Bagi ASN dan Nan ASN
Uar   L€mbur

Golongan I OJ 13  000
Golongan 1] OJ 17.000

Colon  an Ill OJ 20.000 -
Golongan IV OJ 25 .000 -

Uang MaJmn Lembur
Colon  an I OH 35,000
Colon  an 11 OH 35 .000 -
Colon  an Ill OH 37.000
GOLongan IV OH 41000 -

Satuan Bia  a Uar   Lembur Ba  . Non ASN
Uan   I.embur OJ 20.000 -

Uar Makan Lembur OH 31.000-

20. Safuali Bia  a Pen  adaan Pakaian Dinas (STEL)
201    PakaianK    .aDokter 0         stel I  272 000
20 2    Pakaian Dines p    awat/Perawat Oran   stol 815.000

20 3    Pakaian sera  am Mahasiswa  i Oran   stel 715 .000 -

20 4    Pakaian Ke  .a pengemudi/    tu  askebersihandan   ramubakti Oran   stel 550.000 -
2o.5   Pakalan Keria satpam Orang/stel 1.572.000.



PENJELASAN LAMPIRAN I

Sesuai  Amanat  Peraturan  Presiden  Nomor  33  `rahun  2020  tentang  Standar  Satuan  Harga  Regional  dan
Peraturan  Menteri   Kuangan  Nomor   119PMK.02/2020  tentang   Standar  Biaya  Masukan  Tahun   2021
Peraturan Bupati  Rejang Lebong ini bertujuan sebagai pedoman bagi  Saturn Kerja Perangkat  Daerah  di
Lingkungan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Rejang Lebong  untuk  penyusunan  Rencana  Kerja  Anggaran
Satuan Keba Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Rejang Lebong.

Ketentuan  lampiran  I  dalam  Peraturan  Bupati  ini  mengatur  mengenai  batas  tertinggi  yang  tidak  boleh
dilampaui, baik dalam perencanaan penganggaran maupun pelaksanaan anggaran.

1.     Honol.arium penanggung Jawal) Pengelola Keuangan :

1.1 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen

Nilal  Pagu  Honorarium  diberikan  berdasarkan  pagu  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)

yang   menjadi   tanggung  jawabnya.   Apabila  PA/KPA   mengelola   lebih   dari   satu  Dokunen
Pelaksanaan Anggaran, maka hilai honorariumnya diberikan honorarium yang dimaksud sesual
dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran yang didasarkan atas pagu dana yang dikelola

pada masing-masing DPA. Alokasi Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Nilai  Pagu  Honoranum  diberikan  berdasarkan  pagu  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)

yang   menjadi   tanggung   jawabnya.   Apabila   PPTK   mengelola   lebih   dart   satu   Dokumen
Pelaksanaan Anggaran, maka nilal  honorarinnya diberikan honorarium yang dimaksud  sesuai
dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran yang didasarkan atas pagu dana yang dikelola

pads masing-masing DPA. Alokasi Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA

1.3 Pejal)at Pembuat Komitmen (PPK)
Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan pagu belanja kegiatan Pengadaan barang/jasa yang
menjadi   tanggung  jawabnya.   Apabila  PPK  memegang   lebih  darn   satu  kegiatan  pengadaan
balang;jasa,  maka lrilai  honorariuinnya dibei ikan berdrsarhan besaraii pagu yaiig dikelola pada
masing-masing kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawabnya.

I.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan
Nilai Pagu Honorarium dihitung merupakan kumulatif/total seluruh pagu Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) yang menjadi tanggung jawabnya.

1.5 Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Nilai  Pagu  Honorarium  dihitung  berdasarkan  pagu  DPA  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.
Apabila Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengelola lebih dari  1  (satu)
DPA,  inaka nllai  lioiiol'ariuinnya  diberikari tierdasal'kan  pagu DPA  yalig  dikelola  pace  inasirlg-
masing DPA yang menjadi  tanggung jawabnya.  Alokasi  Honorarium tersebut dibebankan pada
masing-masing DPA.

T



1.6 Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
Nilal  Pagu  Honorarium  dihitung  berdasarkan  target  pagu  penerimaan  yang  menjadi  tanggung

jawabnya.

1.7 IIonorarium Star Pengelola Keuangan / Staf Pembantu PPK / Star Pembantu
Bendahara Pengeluaran / Star Bendahara Pengeluaran Pembantu / Petugas
PengeloLa Administrasi Belanja Pegawai
Nilai   Pagu   Honorarmm   dihitung   berdasarkan   pagu   belanja   DPA   yang   menjadi   tanggung

jawabnya.   Apabila  SPK  mengelola  lebih  dari  satu  DPA,  maka  honorarium  dapat  diberikan
berdasarkan besaran pagu DPA yang dikelola dan alokasi honoranum dibebankan pada masing-
masing DPA.
Catatan :
-   UI-Itch pagu dana 0 -loo juta tidal di perluhan staf peiigelola hegiatan
-   Untuk pagu dana 100 -500 Juta maksimal staf yang dapat dianggarkan berjumlah 1 orang
-   Untuk  pagu  dana  500  Juta ~  2,5  milyar maksimal  staf yang  dapat  dianggarkan beriumlah 2

(dua) orang
-   Untuk pagu dana 2,5  milyar -  10 milyar maksimal  staf yang dapat dianggarkan berjumlah 3

(tiga) orang
-   Untuk  pagu  dana  >  10  Milyar  maksimal  staf yang  dapat  dianggarkan  bebumlah  4  (empat)

Oran8

1.8 Honorarium Bendahai`a/Juru Bayal. Gaji
Pemberian  Honorarium  Juru  Bayar  Gaji  diberilcan  Honorarium  Paling  Banyak  12  (dua  belas)
Bulan dan dihitung berdasarkan Pagu Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD.  Dalam hal jika
bendahara gaji  telah diberikan tunjangan fungsional,  mcka diberikan honorarium  sebesar 40  %

(empat puluh persen) dari besaran honorarium yang dikelola;
Catatan:

-    Jumlah  keselunihan  alokasi  dana  untuk  honorarium  penanggung jawab  pengelola  keuangan

dalam   I  (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dike]ola.

-    Dalam hal bendahara pengeluaran dan bendahara penerima telah diberikan tunjangan fungsional

bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honoranum pengelola keuangan.
-    Jabatan pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keunngan SKPD

dan bendahara penerimaan / bendahara pengeluaran tidck boleh dirangkap.

2.      Holiorarium pemegang Kekuasann pengelola Keuangan Tertinggi
Honorarium   Pemegang   Kekuasaan   Tertinggi   dapat   diberikan   berdasarkan   kompetensi   dan/atau
rentang  kendali  serta  pertimbangan  objektif lainnya.  Honorarium  Pemegang  Kekuasaan  Tertinggi
diberikan paling banyak  12 (dua belas) Bulan.

3.     Honorarium Bendaharan umum Daerah dan Kuasa Bendahara umum Daerah
Honorarium Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan paling banyak
12 (dua belas) Bulan.

4.     Honorarium pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah
Honorarium  pengelola  barang  milik  daerah  diberikan  kepada  pejabat  atau  pegawai  dilingkungan

iiii



penggunabarangdankunsapenggunabarangyangmelaksanakantugasrutinselakupengelolabarang
berdasarkan  Keputusan  Bupatipengguna  Barang.Jumlah  Pejabatr  Pegawai  yang  dapat  diberikan
honorarium  selaku  pengurus  barang  milik  daerah  paling  banyak  4  (empat)  orang  pada  tingkat

pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

5.     5.1 Honorarium pengadaan Bal.ang/Jasa
Honorarium   yang   diberikan   kepada   PNS   yang   diangkat   oleh   Pengguna   Anggarall/Kunsa
Pengguna  Anggaran  untuk  melaksanakan  pemilihan  penyedia  barangivjasa  melalui  penunjukan
laJigsung/pengadaan laiigsung sesuni dei`gan keterfuan yang berlaku.

5.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dan
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)
Honorarium diberikan kepada seseorang yang di  angkat oleh PA/KPA menjadi kelompok keria

pemilihan UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuni dengan ketentuan
yang berlaku.
Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa
telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, maka tidak diberikan honorarium di
maksud.

5.3 IIonorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ
berdasarkan  surat  keputusan  pejabat  yang  berwenang.  Dalam  hal  UKPBJ  sudah  merupakan
struktur organisasi tersendiri dan telah di perhitungkan dalam  komponen tambahan penghasilan
sesuni   dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  perangkat  UKPBJ  tidak  diberikan
honorarium dimaksud.

6.     Honorarium penerima Hasil pekerjaan
Honorarium  diberikan  kepada  PNS  berdasarkan  surat  keputusan  pejabat  yang  berwenang  yang
bertugas memeriksa administrasi hasil pekeriaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentunn

yang bet.laku.

a
Honorarium Tim / panitia pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium TimA'anitia Pe]aksana Kegiatan
Honorarium  yang  diberikan  kepada  seseorang  yang  diangkat  dalam  suatu  tim  pelaksana  kegiatan
untck inelaksariakan  suatu tugas tertelitu berdasarkan sur`at keputusan Bupati  aLLau Seki'etai is Daelali
dan Pengguna Anggaran.
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

a.    Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b.   Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
c.    Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerlntah Daerah yang bersangkutan

untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; atau
d.   Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
e.    Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan
f.    Merupakan tugas tambalian atau perangkapan fungsi bagi yarig bersangkutan di luar tiigas dan

fungsi sehari-hari; dan

9.    Dilakukan secara selektif, efektif , dan efisien



Honorarium Sekretariat Timpanitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diben tugas melaksanakan kegiatan administratif
untck  menunjang  kegiatan  tim  pelaksana  kegiatan.  Sekretariat  tim  pelaksana  kegiatan  merupakan
bagian lidak lerpisahhan dart tim pelaksana kegialan
Sekretariat tim  pelaksana kegiatan hanya  dapat  dibentuk  untuk menunjang tim  pelaksana  kegiatan

yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
a.    Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan olch Bupati;

atau
b.    Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris

Daerah.
Dalam  hal tim  pelaksana  kegiatan telah terbentuk  selama 3  (tiga)  tahun  berturut-turut,  pemerintah
daerah   melakukan   evaluasi   terhadap   urgensi   den   efektifitas   keberadaan   tim   dimaksud   untuk
dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuLan kerja perai-ighat daerah.

8.     Honorarium Tim Anggaran pemerintah Daerah
Honorarium   yang   diberikan   Kepada   Tim   yang   dibentuk   oleh   Bupati   untuk   melaksanakan
kewenangannya.  Tim  diberikan tugas untuk melakukan perencanaan,  pengawasan, penyusunan dan

pengelolaan  keunigan  dael`ah.  Pelaksanaan  tugas  Tim  harus  ineliiiliki  keluaran  yang jelas  sesuni
dengan   target   dan   indikator   kiner]a   kegiatan   serta   dapat   dipertanggung]awabkan.    Susunan
keanggotaan   Tim   disesuaikan   dengan   kebutuhan   berdasarkan   ketentunn   peraturan   perundang-
undangan yang berlaku.

9.     Honorarium Tim penyusunan Buletin/MajalahmengeloLa website
Honorarium  yang  dapat  diberikan  kepada  penyusun  dan  penerbit  bulletin/majalah  yang  dibentuk
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Honorarium   Tim   Pengelola   Website   merupakan   honorarium   yang   diberikan   untuk   tim   yang
mengelola website atau  sejeiiisnya (tidak temiasuk media  sosial)  dalam hal irii website  Pemerintali
Daerah  Rejang  Lebong/Saturn Kel]a  Perangkat Daerah/setara  berdasarkan  surat  keputusan  pejabat

yang berwenang.

10.    Honorarium Tim penyelenggaran ujian/Vakasi
Honorarium  yang diberikan  sebagai  imbalan bagi  penyusun/pembuat bahan  ujian,  pengawas  ujian,

pengrji atau pemeriksa hasil ujian, pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi satuan biaya
pengawas ujian sudah termasuk uang transport.
Pemberian   honorari`m   ini   diberikan   atas   kelebihan   beban   kelja   kepada   guru/dosen   dalam

penyusunan/pembuatan bahan ujian,  peiigrj ian  atau pemeriksaan hasil  ujian y.ang ditetapkan  sesuni
dengan peraturan yang berlaku.
Pemberian  honorium  pemeriksa  hasil  ujian  dikecualikan  bagi  ujian  yang  diperiksa  menggunakan
mesin  pemeriksa hasil  ujian.  Pada tingkat  pendidikan  dasar  dan  menengah,  honorarium  pemeriksa
hasil   ujian  tidak  diberikan  untuk  penyelenggaraan   ujian  yang  bersifat   latihan   dan  ujian   lokal
sementara untuk tingkat pendidikan tmggi, honorarium pemeriksa hasil  ujian dapat diberikan untuk
ujian masuk penerimaan mahasiswa baru, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir
balk untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktik.



11.    Honorarium     Ajudan,     Satpam,     Pengemudi,     Petugas     Kebersihan,     Pramubakti     Dan
HonorerITenaga Kontrak Lainnya
Honorarium yang diberikan hanya bagi non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan
sesuai  dengan  Lugas  dan  fungsinya,  bcl'dasarkan  sural  kepulusan  pejabdl  yang  berwenang;kunlrak
keba. Seperd ajudan dan pengemudi dari pegawai negeri, tenaga honorerfrontrak sebagal pengemudi,

pramubakti,  petugas  pengamanan  kantor,  cleaning  service,  penjaga  pintu  air,  dan  honorer/tenaga
kontrak lalrmya.
Catatan :  untuk satpam, petugas kebersihan, dan pramubakti melalui  jasa pihak ketiga/diborongkan
alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25 0/o (dun puluh lima persen) dari satuan
biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam perlengkapan.

12.    Honorarium penyuluh Non pegawai Negeri sipil
Horiorariuin  yang  diberikan  sebagai  pengganti  upali  herja  hepada  iioii  pegawai  riegei-i  sipil  yang
diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.  Untuk
ketentunn teknis di atur oleh SKPD terkait.

13.    Elonorarium   Narasumbermembahas/   Moderator/   Pembawa   Acara/   Rohaniwanmembaca
Doa/Komandan UpacaraHnspektur Upacaramaduan SuaraAlnstruktur Senammanitia
13.I Honorarium Narasumbermembahas

Honorarium  yang  diberikan  kepada  pejabat  negara/pegawai  aparatur  sipil  negara  /anggota
POLRI  /  TNI  yang  memberikan  informasi  /  pengetahuan  dalam  kegiatan  seminar  /  rapat/
sosialisasi  / diseminasi  /  bimbingan  teknis  t'  workshop /  sarasehan  t'  syi-iiposium  /  lokakarya  /
focus group discussion / kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun
daring  (online)  melalui  aplikasi  secara  live  dan  bukan  rekaman/hasil  tapping,  baik  di  dalam
negeri maupun di lunr negeri, tidak termasuk kegiatan diklatlpelatihan.

Catatan :
I.    Satuan  jam  yang  digunakan  dalam  pemberian  honorarium  narasumber  adalah  60  (enam

puluh) memt balk dilakukan secara panel maupun individual
2.    Honorarium   narasumber   dapat   diberikan   sepanjang   berasal   dari   luar   unit   kementerian

negara/lembaga  penyelenggara,  termasuk  untuk  penyelenggaraan  kegiatan  yang  dananya
bersumber    dari    dana    dekosentrasi/t`ngas    pembantun,    honorarium    narasumber    dapat
dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar DPA penyelenggara.

13.2 Honorarium Moderator
Honorarium yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara / anggota POLRI / TNI yang
ditunjuk  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk  melaksanakan  tugas  sebagai  moderator  pada
kegiatan seminar / rapat / sosialisasi / diseminasi / bimbingan tekris / workshop / sarasehan /
symposium /  lokakarya /  focus  group  discussion  /  kegiatan  sejenis  yang  dilaksarrakan  secara
langsung  (offline)  maupun  danng  (online)  melalui  aplikasi  secara  live  dan  bukan  rekaman  /
hasil tapping balk di dalan ncgcri maupun di luar ncgcri, tidak tcnrLasuk untuk tkegiatan diklat ,'

pelatlhan.

Catatan :
Honorarium   narasumber   dapat   diberikan   sepanjang   berasal   dari   lunr   unit   kementerian
negara/lembaga   penyelenggara,   termasuk   untuk   penyelenggaraan   kegiatan   yang   dananya



a

bersumber dari dana dekosentrasi/tugas pembantuan, honorarium narasumber dapat dibayarkan
sepanjang sumber pendanaannya dari luar DPA penyelenggara.

13.3 Honoi.arium Peml)awa Acara
Honorarium yang diberikan kepada pegawal aparatur sipil negara / anggota POLRI / TNI yang
ditunjuk  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk  melaksanakan  tugas  sebagai  moderator  pada
kegiatan seminar / rapat / sosialisasi / diseminasi / bimbingan tekris / workshop /  sarasehan /
symposium  /  lokakarya /  focus  group  discussion /  kegiatan  sejenis  yang  dilaksanakan  secara
langsung (Offline)  maupun  daring  (online)  melalui  aplikasi  secara  live  dan  bukan  rekaman /
hasil   tapping   dengan   peserta   kegiatan  minimal   40   orang   sepanjang   dihadiri   oleh   lintas
dinas/instansi/lembaga lainnya atau masyarakat.

13.4 Ruhaniwan
Honoranum  yang  diberikan kepada  seseorang  yang  ditugaskan  oleh  pejabat  yang berwenang
sebagai  rohaniwan  dalam  pengambilan  sumpah jabatan.  Honorarium  tersebut  dapat  diberikan
sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (offiine) maupun
daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/basil tapping.

13.5 Pembaca Doa
Honorarium  yang  diberikan  kepada  seseorang  yang  ditugaskan  oleh  pejabat yang berwenang
sebagal   pembaca   doa.   Honorarium   tersebut   dapat   diberikan   sepanjang   merupakan   tugas
tambahan  balk  yaiig  dilaksanahan  secara  langsung  (offiine)  maupun  dal-ing  (online)  meialui

aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping dengan peserta kegiatan minimal 40 orang
sepanjang dihadiri oleh lintas dinas/instansi/lembaga lainya atau masyarakat.

13.6 Komandan UpacaraAnspektur Upacara
Honorarium  yang  diberikan  kepada  pejabat  negara/setara  yang  memimpin  kegiatan  upacara
dalam harl-hari penting nasional.

13.7 Paduan Suara
Honorarium yang diberikan kepada grup/kelon-ipok paduan suara dalam kegiatan upacara hari-
hari besar Nasional yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.

13.8 Instruktur Senam
Honorarium  yang diberikan  kepada  orang/kelompok yang ahli  dalam  olah  raga  senam  dalam
kegiatan/agenda besar  daerah/SKPD  dengan  minimal  peserta  50  orang  yang  ditugaskan  oleh

pejabat yang berwenang.

14.    Honorarium Jasa Konsultan lndividu-Jasa Tenaga Ahli
I Ionorarium dan Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesiorial yang memiliki kompetensi pada
bidangnya  masing-masing  dari  pihak  luar  Pemerintahan  Kabupaten  Rejang  Lebong,
dapat  dianggarkan  pada  kegiatan  yang  berkenaan  dalam  pembentukan  Tim  Teknis
Kegiatan        dengan        ketentuan        memil iki        jabatan        akademik/        sertifikat
keahliannya/rekomendasi   dari   lembaga   resmi   profesi   pada   bidangnya/tanda   bukti

pengalaman pekerjaan pada keahlian di milikinya.



15.    Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Rejang Lebong
Honorarium   yang  diberikan   kepada  seseorang   yang  memenuhi   syarat  dan  diangkat   serta
diberhentikan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rejang Lebong atas usul Pimpinan Fraksi yang
membanlu  Fraksi  dalam  melaksanakan  (ugas  dan  furigsinya.  Pelaksanaan  liigas  lenaga  ahli
Fraksi  harus memiliki keluaran yang jelas  sesuni  dengan target dan indikator klneba kegiatan
serta   dapat   dipertanggung]awabkan   dengan    ketentuan   memiliki   jabatan    akademik/
sertifikat keahliannya pada bidangnya/tanda bukti pengalaman pekerjaan pada keahlian
di milikinya.

16.    Satuan  Uang  Pembinaan/Jasa/Bu]an,  Uang  Transport  Pe]aksanaan  Training  Center  (TC),
Uang   Transpoi.t   Dan   Jasa   Wasit/Juri   Per  Pertandingan,   Bonus   AtLet/I'elatih   Kejuaraan
Nasional O'OPWEL mopNAS/ PERPANAsmoMNAS/ KEJURNAS)
16.I Satuan Uang Pembinaan/Jasa/Bulan

Uang pembinaan/jasa bulan bagi atlet/pelatih hanya dibayarkan pada saat pelaksanaan program

pembinaan untuk mencapai prestasi terbaik di tingkat nasional/intemasional dalam pembinaan
PPLP/ PPLPD/ SKO/ PPLNI PPLhAI)/ Dub.

16.2 Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC)
Uang transport  pelaksanaan training  center (TC)  dibayarkan pada  sant atlet/pelatih mengikuti
training center dalam  rangka multi  event (POPWIL/ POPNAS/ PERPARPANAS/ POMNAS/
KEJURNAS) antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ Dub).

16.3  Uang Transport Dan Jasa Wasit/Juri Per Pertandingan
Uang transport dan jasa wasit/ juri per pertandingan dibayarkan pada saat wasit/ jen memimpin

pertandingan  multi  event  (POPWIL/  POPNAS/    PERPARPANAS/  POMNAS/  KEJURNAS
antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ Dub).

16.4 Bonus Atletmelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL mopNAS/
pHRPANAsmoMNAs/ KEJURNAs)
Bonus  atlet/  pelatih  kejuarann  nasional  (POPWIL/  POPNAS/  PERPARPANAS/  PohffNAS/
KEJURNAS) dibenkan sebagai bentuk penghargaan kepada atlet,' pelatih berprestasi yang telah
menyumbangkan  medali  (Emas,  Perak,Perunggu)  dalam  multi  event  (POPWIL/  POPNAS/
PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ Dub).

17.    Satuan Biaya Uang Saku Atlet, Pelatih/Manager mengikuti kejuaraan Nasional tingkat Pelajar
dan Mahasiswa (POPWIL / POPNAsmERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP /
SK0
Satuan  biaya  uang  saku  atlet,  Pelatih/  Manager  mengikuti  kejuaraan  nasional  tingkat  pelajar  dan
mahasiswa (POPWIL/  POPNAS/  PERPARPANAS/ POMNAS/  KEJURNAS  antar PPLP/  PPLPD/
SKO),  mcrupakan  uang  saku  atlct,  pclatih,`  managcr yang dibayarkan pada saatmcngrkutikcjuarann
POPWIL/  POPNAS/  PERPARPANAS/  POMNAS/  KEJURNAS  antar  PPLP/  PPLPD/  SKO  di
tingkat  pelajar/  mahasiswa  yang  mempakan  pelaksanaan  program  kalender  pengurus  besar  induk
cabang olahraga



18.    Sewa Kendaraan pelaksanaan lnsidentil
Satuan  biaya yang  digunakan  untck  perencanaan  kebutuhan  biaya  sewa kendaraan  untuk  kegiatan
insidentil, sedangkan untuk sewa kendaraan operasional kantor yang memerlukan jangka waktu bulan
afau  fahun  inenggunakan  harga  pasar.  Satuan biaya  sewa  kendaraan  sudan  lermasuk  bahan  'oakar
minyak (BBM) dan pengemudi.

19.    Satuan Biaya Hang Lembur Bagi ASN dan Non ASN
Uang Lembur
Uang  lembur  merupakan  kompensasi  bagi  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  yang  melakukan  keba
lembur  berdasarkan  surat  perintah  dari  pejabat  yang  berwenang.   Sedangkan  uang  lembur  bagi
Pegawai  Non  Aparatur  Sipil  Negara  yang  melaksanakan  tugas  rutin  di  lingkungan  Satuan  Kelja
Perangkat Daerah (SKPD) antara lain satpam,  pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti yang
melakuhan kerja lembur berdasai.kan surat perintah dari pejabat yang berweiiang.
Mahan lembur
Uang  makan  lembur  diperuntukkan  bagi  Pegawal  Aparatur  Sipil  Negara  setelah  bekerja  lembur

paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-tunit dan diberikan maksimal  1 (satu) kali per hari.
Catatan :
sa'[parn,  pengemudi,  petugas kebersihan dan  prarnubakti  tidsk termasck yang meiakukan  perjanjian
dengan pihak ketiga atau pihak outsourcing.

20.    Satuan Biaya pengadaan pakaian Dinas (STEL)
Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan   biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas temasuk ongkos jahit yang meliputi :
20.1 Pakaian Kerja Dokter

Satuan   biaya   pakaian   dinas   dokter   diperuntukkan   bagi   dokter   yang   beker]a   di   instansi

pemerintah  dan  diberikan  paling  banyak  1  (satu)  potong jas  per  tahun  yang  penyediaannya
dilaksaJiakan secara selektif.

20.2 Pakaian Dinas Pet.awat
Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat  yang bekeba di iustansi pemerintah
dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel pakaian per tahun yang penyediaarmya dilaksanakan secara
selektif
Pakaian Dinas Pegawai
Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua)
setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagal berikut:
1 ) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai
kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan

penggunaan pakalan dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki
ijin priusip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Catatan:
Satuan  biaya  pakaian  dinas  pegawai  sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan  Bupati  ini  diperuntukkan
untuk pakaian dinas  harian.  Dalam  hal  diperlukan  pengadaan pakaian dinas  lain  seperti  Pakaian Pakaian
Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:



1.  PDL  dapat  diberikan  setinggi-tingginya  110%  (seratus  sepuluh  persen)  dari  satuan  biaya  pengadann

pakaian dinas pegawai;
2.  PDU  dapat diberikan setinggi-tingginya 200%  (dua ratus persen) dari  satuan biaya pengadaan pakaian
dinas pegawai.

20.3 Pakaian Seragam Mahasiswa/i
Satuan   biaya   pakaian   seragan   mahasiswa/taruna   diperuntukkan   bagi   mahasiswal   taruna   pada

pendidikan kedinasan di bawah kementerian negara/lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 2
(dua)  setel  pei  tahun  yaiig  peliyediaannya  diiaksanakan  secara  selektif,  dengan  ketenhan  sebagal
berikut:
1 ) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kel]a mengenal
kewajiban penggunaan pakaian seragam mahasiswa/ taruna; dan
2) dalam hal satuan keria yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan

penggiinaan  pakaian  seragam  mahasiswav'  taruna,  'oiaya  pa'haian  seragam  mahasiswa/  tariina  hapat
dialokasikan   setelah   memiLiki   ijin   prinsip   dari   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan
Reformasi Birokrasi.

20.4 Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan dan Pramubakti
Satuan  biaya  pakaian  kerja  pengemudi,  petugas  kebersihan,  dan  pramubakti  diperuntukkan  bagi

pengemudi, petugas kebersihan,  dan pramubakti yang diangkat berdasarkan  surat keputusan Bupati,
Sekretaris Daeral],  Pengguna Anggaran,  dan  dapat  diberikan paling  banyak  2  (dua)  setel  per tahun

yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

20.5 Pakaian Kerja Satpam
Satuan biaya pakaian keba satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya

(sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tall kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut
lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan
secara selektif



LAMPIRAN 11 : PERATURAN BtJPATI REJANG LEBONG

:%£PALS,i#i:::
STANI)AR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021

YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

No Uraian Satuan
Biaya TA.2020'Ro)

I 2 3 4

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

80 000'-11     lnventaris Kantor
Pegawal/Tchun

12    Personal Komputer uniir-ch-in-- ?.?..Q..Q.Q9,2:.690.000,-6.i.oooo'-7.1;'6''66o,-5..6.jd..6fin,-i.6..'.i'S.6...6'b'b'.:
i':I;''   printer UnitITahun
i':-4-`    AC  Spllt UnitITchun
i':.5...  caset lebih  keeil dan 50 KVA U'nlrichun
i."a".  Gensct  75  KVA I TmtITahim

i`.'+.... Genset  100 KVA Uniriahun•1."a.." Gense!  125  KVA
UnitITahun 10.780.000'-

i..'3.   Gcuset  150  KVA umtITalri__ 13.260  000 -

I  10   Genset  175 KVA UnitThun 14  810  000  -

i..i.i.   Gen§et 200 KVA UiutITchun 15.850.000,-

I.12  Genset 250 KVA---- UnitThun 16 790 000'-

i.:i.;.   Cieuset 275  KVA UnwTahun 17  760.U0u  -

I,14  caset300KVA UmtITalun 20`960`000,-
1i.3..  Geuset 350 KVA UritITaliun 22.960.000 -
1.16   Genset450 KVA UritITahun 25.620.000,-

ii.i.  Geuset 500 KVA UnitITahm 31. 770.000.-

SATUAN BIAYA MAKAN MINUM
2.I     Makan Minum Kegiatan (pelaksanann bukan dihotevtempat yang memiliki standar harga

sendiri
-     Makan Rapat/Kegiatan OK 44. 000 -
-      Snack Ra|Iat/Kesiafan OK 16.000 .

2.2     Makan Mmum Kegiafan yang pelaksanaannya di hotev tempat yang memiliki  standar harga sendiri
agar menyesuaikan dengan standar harga barang/i usa yang ada pads tempat tersebut (temasuk jiha
makan minum disajikan secar@ prasmanan)

3.
SATUAN BIAYA PERGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTA RIS Pegawai/

I-660-000'-
UNTUK PEGAWAI BARU Tchun

4.® SATUAN BIAYA BANTUAN BEA SISWA
4.I     Pro    amDi  lomal  Ill  danDi  lomalv/StratasI

a _ _   Biaya Hidixp dan Biaya Operasional OT 16.070.000  -
- Diploma I dan Di  Ion Ill-DiplcmalvdanstHr=T-

P....   Uang Duke dan Referensi         TahLm
. Di  loma I OT I.330.000  -
- DiJ!1oma Ill OT I  590.000  -
- Di  loma IV dan Strata I OT I. 850.000  -

4.2    Pro    am strata 2/SP-1 dan strata 3,'SP-2
a      Bia  aHidu   danBia  a           asional

- Strata 2 dan Sjpesialis  I OT 20.690.000 -
Strata 3 dan Spfsialis 2 OT 21320.000  -

b.     Urn   BukudanRoferensi     rTalun
- Stl.ata 2 dan Sp€sialis  1 OT 2.120 000  -
• Strata 3 den Snesialis 2 OT 2.380.000.-

5. SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI
S.1     Me§in Fotckopi Analog Blnrtyrit 3.800.000  -
5.2     Mesin FotohoDi Di.gital Blnrty"t 5.000.000..

6. SATUAN BIAYA PEMELIJIARAN DAN OPERASI0NAL (KENI)ARAAN BERMOTOR)6.1KendranDinaspejabatNeg.ap.g.....I.KendaraanBupati/WckilBupat;#.mpininbj'in.

U"tITahun 41900-000,-

2.+     Kendaraan p¢abat Eselon ll Unit/Tchun 38 58U 0ouj-
3.      Kendaranpe`abat Eselon Ill UniuTahun 33 600-000,-

6 2    Kendaran Dinas        rasional
1.      KendaraanRoda2 UniVIahun 3.680.000.-'2.."...".Kal'a.araan Roda 4

|lmLTwh 33.600.000 -

3.I  I ..K;*a.araan Operasional Lapangan (Double Garden) UmtITaliun 36-230-000,-

4.      KendaraanRoda6 UmtThn 37110.00().-

§.'.''. . Kai&'araan Patroli Jalan Raya Roda 4 UnitITchun 76.180.000  -

6.      Kendaraan patroli Jalan Rava Roda 2 mesin s/d 250cc UnitITchun 18.900.000.-

7. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN
I        Gedun   Berti         I M2Thun 191  000?-

2        Gedun   Tidak Be         at urchun 128-000'-

3.      Halaman froduna/Bangunan Kantor M2ITaliun 10.000.-
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PHNJHLASAN LAMPIRAN 11

Ketentuan  lampiran  11  dalam  Peraturari  Bupati  ini  berfungsi  sebagai  estimasi  yang  tidak  dapat  dilampaui  dalarn

perencanaan  anggaran  dan  merupakan  batasan  nilal  yang  dapat  dilampaui  delam  pelaksanaan  anggaran  yang
didukung oleh bukti pertanggunedawaban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.     SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan   biaya   pemeliharaan   sarana   kantor   mempakan   indeks   satuan   biaya   yang   digunakan   untuk
perencanaan kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung
oleh pegawai, khususnya meja dan kursi) , personal computer/notebook, printer, AC spht, dan genset agar
berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan balk).  Untuk biaya pemeliharaan genset belum temasuk
kebutuhan bahan bakar minyak.

2.     SATUAN BIAYA MAKAN MINUM
Makan  den   snack  rapat/kegiatan  adalah  standar  biaya  untuk  makan   dan   snack  rapat/kegiatan  yang
pelaksanaannya  bukan  dihotel/tempat  yang  memiliki   standar  harga  sendiri.   Untuk  makan  dan  snack
rapatftegiatan  ya.n_g  d.i!aksanakan  di  hotel/tempat yang memjlikj  standar harga  sendiTi  agar menyesuaikan

®        fae[::;: yh:8aa3;a¥£dearaEada hotel  acau tempat tersebut afau mengrkutl  buku standar harga barangrjasa

3.     SATUAN BIAYA PERGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS
LTNTLT K PEGAWAI BARLT
Saturn  biaya  yang  digunckan  untuk  perencanaan  kebutuhan  biaya  penggantlan  jnventaris  lama  dan/atau
pembelian inventaris bagi  pegawai baru.  Penggantian inventaris  lama digunakan untuk penggantian meja
dan kursi pegawal, pengalokasian maksimal  10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk
1 (satu) orang pegawai, sedangkan pengadaan inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

4.       SATUAN BIAYA BANTUAN BEA SISWA
Satuan biaya bantuan beasiswa dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untck perencanaan
kebutuhan   bantuan   mahasiswa   program   gelar/non   gelar   dalam   negeri   bagi   pegawal   Aparatur   Sipil
Negara/PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan diploma I, diploma Ill, diploma IV atau starata
I(S1),  dan  pendidikan  pasca  sariana  strata  2(S2)  atau  strata  3(S3)  yang  terdiri  atas  biaya  hidup  dan
operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan dhanggung oleh pemerintah secara at

®       i::t;nsgeadnand¥a¥:huntuk biaya nset program dapat dialokaslkan dan bantuan biaya nset sesuni kemampuan

5.       SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI
Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan
biaya  sewa  mesin  fotokopi  yang  terdiri  dari  mesin  fotocopi  analog  dan  mesin  fotokopi  digital  untuk
menunjang pelaksanaan operasional kantor, sudah termasuk toner dan biaya perawatan.

6.       SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASI0NAL (KENDARAAN BERMOTOR)
Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan
dinas  agar tetap berada dalam kondisi  normal  dan slap pakai  sesuai  dengan peruntukannya,  satuan biaya
tersebut sudah temasuk biaya bahan bakar minyak, pelumas.  Untuk pengurusan pajak daerah PKBreBN-
KB dan SWDKLIJ tidak termasuk dalam satuan biaya di dalain Peraturan Bupatl ini.



7.       SATUAN BIAYA PEMELHIARAAN GEDUNG / BANGUNAN
Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharann rutin gedung dengan maksud menjaga/mempertahankan
gedung/bangunan agar tetap dalam  kondisi  semula  atau perbaikan  dengan tingkat kemsakan kurang darn
atau sama dengan 2% (dua persen).

8.       SATUAN BIAYA SHWA HOTEL PERTEMUAN, RAPAT Dll
Satuan  biaya  yang  digunakan  untuk  perencanaan  kebutuhan  biaya  sewa  hotel/ruangan  pertemuan  untuk
pelaksanaan kegiatan diluar kantor seperti  rapat, pertemuan,  sosialisasi,  seleksi/ujian masuk pegawai  dan
kegiatan lain yang sejenis.

9.       SATUAN BIAYA SEWA PAKAIAN ADAT
Satuan Biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa pakaian adat dalam rangka acara
kedaerahan maupun event-event daerah.

®



LAMPIRAN Ill          :      PERATURAN BUPATI REWANG LEBONG

StJRAT RERIIYATAAN TANGGUHG JAWAB MUTLAK
Nomor  : ............................

Kode dan Nana Satuan Kerja
Kode dan Nana Kegiatan

Yang  bertanda  tangan  dibawah  ini,  saya  selaku  Pengguna  Anggaran/
Kuasa Pangguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh
atas     satuan     biaya     yang     digunakan     dalam     penyusunan     Standar
Biaya ......,.......................................... *)  di  luar  Standar Biaya Tahun  Anggaran
2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Iiebong.

Perhitungan  satuan  biaya  tersebut  telah  dilakukan  secara  profesional,
erisien,  efektif,  transparan,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan,  dengan  data
pendukung dan tata cara perhitungan satuan biaya sebagaimana terlampir.

Demj]in  Surat  Pemyataan  Tanggung Jawab  mutlak  ini  dibuat  untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

•................................. '    ............... ` `` ` ` . . ` `` `` ..... ` ` `

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Anggaran

Pangkat/Golongan
NIP..............................-

*) Diisi nana kegiatan yang menjadi Standar Biaya


